
BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SIJMATERA I]TARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pel,aksanaan kebijakan

penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi

pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi

dan tata ke{a Badan Perencanaan Pembangunan Daera}r,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang.

b. bahwa Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 76 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Ke{a Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Deli Serdang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1O92);
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2. Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523aO\

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur

Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Keda (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2O19 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor

187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 64O2);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 236)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Datam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2Ol7

tentang Pedoman Nomenklatur Perangfat Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Fungpi

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 197);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2Ol9

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Talrun 2021 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l

Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 546);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran

Daerah Kabupa.ten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9

Tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Deli Serdang (l,embaran Daerah Kabupa.ten

Deli Serdang Ta-hun 2021 Nomor 9).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN DELI
SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Deli Serdang.

5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Deli Serdang.

7. Seketaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Deli Serdang.

8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Deli Serdang.

9. Sub Bagtan adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Deli Serdang.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai

negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang

berwenang dalam pelaksanaan keeiatan yang sesuai

dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas
pemerintahan.
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11. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagtan dari proses

penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem

penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan

e{isien melalui penyederhanaal struktur organisasi,

penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

I 2. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan

unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi

Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.

13. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan

adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam

Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada

Jabatan Fungsional yang setara.

14. Penyesuaian Sistem Keq'a adalah perbaikan dan

pengembangan mekanisme kerja dan pmses bisnis Pegawai

Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem

pemerintahan berbasis elektronik.

15. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan

kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan

dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

16. Fungsi adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya

mempunyai hubungan yang erat untuk menyelenggarakan

tugas pokok.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2
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(l) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang perencanaan serta bidang penelitian dan

pengembangan yang menjadi kewenangan daerah

Kabupaten Deli Serdang.



(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Deli Serdang sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Deli Serdang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati Deli Serdang melalui Selcetaris Daerah Katrupaten

Deli Serdang.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Deli Serdang sebaga-imana

dimaksud pada ayat {2) mempunyai tugas membantu

Bupati Deli Serdang dalam menyelenggarakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta

bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi

kewenangal daerah Kabupaten Deli Serdang.

{4) Badan Perencalaan Pembangunan Daera}r, Penelitial dan

Pengembangan Kabupaten Deli Serdang merupakan

Perangkat Daerah dengan Tipelogi A.

Pasa-l 3

(1) Susunan Organis,asi Badan Perencanaam Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a. Kepala Badan.

tr. Selrretariat:

c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

d. Bidang Pemerintaharr dan Pembaagunan Meurusia;

e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Eva-luasi

Pembangunan Daerah;

f. Bidang Infrastruktur dal Kevrilayahan;

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN NOMENKLATUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI{ DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b

diatas terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana

dimaksud pada ayat {l) huruf c diatas terdiri dari Sub

Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(a) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatas terdiri

dari Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah sebagaimala dimaksud pada ayat

(l) huruf e diatas terdiri dari Sub Koordinator dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ssfagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f diatas terdiri dari Sub

Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsiona-I.

(7) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g diatas terdiri dari Sub

Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

{1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 ayat (l) huruf h ditetapkan berdasarkan keahlian

dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur

ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai

denga.n peraturan perundang-undangal.
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Pasal 5

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (41, ayat (5), ayat (6),

dan ayat (7) adalah kelompok pegawai negeri sipil yang

diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang dalam

pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam

rangka kelancaran tugas pemerintahan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai dengan

ruang lingkup bidang tuga,s dan fungsi Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama.

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator

dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

pada satu kelompok substansi pada masing-masing

pengelompokan uraian fungsi-

(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas

usulan pejabat yang berwenang.

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat {5}

ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1). Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Bagan Struktur
Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum
pada lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2). Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Sub

Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala

Sub Bagran serta Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan
Fungsional, sesuai dengan tugas, fungsi, wajib menerapkan
prinslp koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina,
mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi,
menyampaikan laporan, bertanggung jawab baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama;

(2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau
Jabatan Administrator;

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan
Administrator;

( ) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon

IVa atau Jabatan Pengawas;

(5) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

merupakan Penyetaraan Jabatan Pengawas ke Dalam

Jabatan Fungsional.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(l) Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan
pengukuhan pemangku jabatan perangkat daerah yang

lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sampai dengan diangkat dan dikukuhkan sebagai

pemangku jabatan perangkat daerah berdasarkan
Peraturan Bupati ini.
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(2) Pemangku Jabatan Sub Koordinator yang sudah

dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhannya masih

tetap melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas

sampai dengan ketentuan tentang tugas pokok, fungsi dan

uraian tugas jabatan Sub Koordinator ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

Bupati Deli Serdang Nomor 76 Tahun 2O2l tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O21 Nomor 76) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengr-rndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pal<am

pada tanggal 3O Mei 2O22

BTIPATI DELI SERDANG

ttd

Diundangkan di Lubuk Pakam
pa.da tanggal 3O Mei 2022

SEMETARIS DAERAII
XAAI'PATEN DELI SERDANG

ttd

Salinan sesuai d gan aslinya
PIt. KEP HUKUM

MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH
NrP. 19840820 201001 I Ol7

I'ARWfi ZEIIT

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O22 Nomor : 30
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sTRUKTUR oRGANIsAsT BADAN pe( qcnrueeru
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN DELI SERDANG

Diundangkan di Lubuk Pakam
padatanggal 30Mei2O22

SEXRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

Lampta(

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Keq'a Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 30 Tahun 2022
Tanggal : 3OMei2O22

BUPATI DELI SERDAITG

ASHARI TAMBUIYAN

ttd

MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

DARWIN ZEIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan

Fungsional

sub Bagian
Umum

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Perekonomian dan
Sumbcr Daya Alam

Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Bidang Perencanaan,
Pengcndalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Bidang Infrast uktur dan
Kewilayaharr

Bidang Penclitian dan
Pengcmbangan

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional

IIIIII
rII IIIII

III III III III III

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor : 30

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatal Fungsional



I-ampiran II Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang
Kedudukal Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Bada:r Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 30 Tahun 2O22
Tanggal : 3O lt{ei2022

BADAI| PEREITCAITAAI| PEUBAITGT'I{AIT DATRAII, PTI{ELITIAT DAIT PEI(GEUBAI{GAIT
NABI'PATEX DELI SERDA.IIG

Narna Jabatan Eselon II.b

/ Jabatan Pimpin an Tinggi

Pratama

Kepala Badan

Unit Ke{a Eselon II.b /
Pimpinan Tinggi Pratama

Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Tugas Pokok Membantu Bupati dalam menyelenggaralan fungsi

penunjalg urusan Pemerintahan Bidang

Perencanaan serta Bidang Penelitian dan

Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten Deli Serdang.

Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian

dan pengembangan;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian

dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Menetapkan program dan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan;

2. Menetapkan kebijakan teknis Selcetariat, Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang

Pemerintahan dan Pembangunal Manusia,

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

1
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Pembangunan Daerah, Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan, Bidang Penelitian dan

Pengembangan;

3. Menetapkan pelaksanaan administrasi pada

Sekretariat, Bidang Perekonomian dan Sumber

Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,

Bidang Penelitian dan Pengembangan;

4. Menetapkan laporan keuangan dan laporan

kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dal Pengembangan;

5. Melaksanalal Pembinaan terhadap pelaksanaan

tugas di bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

6. Menetapkan kebijalan dan Implementasi Agenda

Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan

Pembangun Daerah, Penelitian dan

Pengembangan;

7. Mengoordinasikan dokumen RPJPD, RPJMD,

RENSTRA, RKPD dan dokumen Rencana

Induk Penelitian dan Inovasi Daerah;

8. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra),

Laporan Kine{a Instansi Pemerintah (LKIP),

l,aporan Penyelenggaraan Pemerinta]r Daerah

(LPPD), [,aporan Keterangan

Pertanggungiawaban TLKPJ), Perjanjian Kinerja

(PK), Indikator Kineq'a Utama (lKU), Rencana

Ke{a (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar

Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan

(SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),

Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja

(ABIq, serta Forum Konsultasi Publik (FKP)

Badan;

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi kerja pelaksanaari tugas bawahan;

2



10. Menilai prestasi kerja dan pelaksanaan

tugas bawaharr;

11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

kepada atasan;

12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan secara lisan rnaupun tertulis; dan

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Narna Jabatan Eselon III.a

/ Jabatan Admini strator
Selaetaris

Unit Keda Eselon II.b /
Pirnpinan Tinggi Pratarna

Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan

Daerah,

Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian Dan Pengembangan

Daerah

Tugas Pokok Membantu Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan dalam melaksanakan tugas lingkup
Selcetariat

Fungsi l. Pen5,rrsunan program dan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan;

2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana,

program dan anggaran di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan;

3. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

4. Pemeriksaan dan evaluasi administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumenta.si

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan;

5. Pengoordinasian penataan organisasi dan

tatalaksana.

Uraian Tugas 1 Merrmuskan
sel<retariat;

prograrn dan kegiatan

3

I

I

I

I

I

I
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2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman

pelayanan administrasi umum, kepegawaian

program dan keuangan;

3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi

umum dan kepegawaian, program serta

keuangan;

4. Mengoordinasikan penJrusunan Rencana

Strategis (Renstra), l,aporan Kine{a Instansi

Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD), t aporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ), Pe{anjian Kinerja

(PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana

Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar

Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan

(SPl, Survei Kepuasan Masyaralat (SKM),

Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja

(ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP)

Badan;

5. Mengoordinasikan kebljakan dan Implementasi

Agenda Reformasi Birokrasi Badan Perencanaarl

Pembangun Daerah, Penelitian dan

Pengembangan;

6. Mengoordinasikan pelaksanaan review hasil

asistensi dan verifikasi RKA, DPA Perangkat

Daerah;

7. Mengoordinasikan kebutuhan alat kelengkapan

kantor, kearsipan, kebersihan lingkungan serta

keamanan kantor dan rencana umum
pengadaaan barang dan jasa berbasis sistem

Badan;

8. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;

9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Sekretariat;

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan
menilai prestasi ker1'a pelaksanaan tugas
bawahan;

4



11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

kepada atasan;

12. Menyarnpaikan saran dan pertimbangan

kepada atasan secara lisarr maupun tertulis;
dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai

dengan perintah atasan.

Nama Jabatan Eselon IV.a

/ Jabatam Pengawas

Kepala Sub Bagian lJrnum

Unit Keda Eselon lll.a /
Administrator

Sekretariat

Unit Kerja Badan Perencanaan Pembarrgunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan

Tugas Pokok Mernbantu Sekretaris dalam melaksanakan
tugas lingkup Sub Bagran Umum.

Uraian Tugas 1. Men5rusun prograrrr dan kegiatan Sub

Bagtan tJmurn;

2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

adrninistrasi umum dan kepegawaian ;

3. Men5rusun rencana kebututran sarana dan
prasarana rurnah tangga;

4. Melaksanakan pengelolaan aset Badan;

5. Men5rusun pedoman dan petunjuk telaris
bidang ketatausahaan, kepegawaian,
kerumahtanggaan, kerja sarna dan
ketrumasan, arsip dan dokumen;

6. Melaksanakan pelayanan ad:ninistrasi
umum, surat men5rurat, ketatalaksanaan
dan kepegawaian;

7. Men5rusun Standar Pelayanan (SP), Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Daftar
Urut Kepangkatan (DUK) ;

8. Memfasilitasi penJrusunan Standar
Operasional kosedur (SOP), penJrusunan

Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban
Kerja (A.EIK) Badan;

I

I

I

I

I

I
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9. Melaksanakan Asistensi/verifikasi RKA, DPA

Bagian Sekretariat Daerah serta

perubahannya;

1o.Men5rusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub

Bagian Umum;

ll.Men5rusun Standar Operasional Prosedur

(SOP) Sub Bagian lJrnum;

l2.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan

menilai prestasi kerja pelaksanaarr tugas

bawahan;
l3.Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada

atasan;

l4.Menyernpaikan saran dan pertimbangan

kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
dan

15. Melaksanakan tugas lain yarrg diberikan
oleh atasan.

Narna Jabatan Eselon III.b

/ Jabatan Adrnini strator
Kepala Bidang Perekonomian dan Surrrber Daya

Alam

Unit Keda Eselon II.b /
Pimpinan Tinggi Pratarna

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan

Unit Keda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengernbangan

Tugas Pokok Merrbantu Kepala Badan dalam melaksanakan

tugas lingkup Bidang Perekonornian dan
Sumber Daya Alarn.

Fungsi 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang

Perekonornian dam Sumber Daya Alam;

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan

prograrn Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alarn;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Bidang Perekonornian dan Sumber Daya
Alarn.

Uraian Tugas

6

I

I

I

1. Menlrnuskan prograrn dan kegiatan Bidang
Perekonornian dan Sumber Daya Alam;

I



2. Mengoordinasikan perryusunan dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,

RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian,

Sumber Daya Alam, Keuangan, Pendapatan dan

Penanaman Modal;

3. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang

Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan,

Pendapatan dan Penanaman Modal;

4. Mengoordinasikan pembinaan telmis dalam

penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan Rencana Keqia Perangkat Daerah

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,

Keuangan, Pendapatan dan Penanaman Modal;

5. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi

program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang

Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan,

Pendapatan dan Penanaman Modat;

6. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi penJrusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya

Alam, Keuangan, Pendapatan dan Penanaman

Modal;

7. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan

kegiatan pusat dan provinsi kepada Perangkat

Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya

Alam, Keuangan, Pendapatan dan Penanaman

Modal;

8. Mengkoordinasikan bahan ekspos/paparan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,

Keuangan, Pendapatan dan Penanaman Modal;

9. Mengoordinasikan rencara pelaksanaan

kesepakatan dengan DPRD terkait APBD, RPJPD

dan RPJMD Bidang Perekonomian, Sumber Daya

Alam, Keuangan, Pendapatan dan Penanaman

Modal;

7



10. Merumuskan Perjanjian Kine{a (PK) Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya AIam;

11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur

{SOP) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya

Alam

12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi ke{a pelaksanaan tugas bawahan;

13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

kepada atasan;

14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan secara lisan maupun tertuhs; dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai

dengan perintah atasan.

Narna Jabatan Eselon III.b

/ Jabatan Adrnini strator
Kepala Bidang

Pernbangu nan Manusia

Pernerintahan dan

Unit Kerja Eselon II.b /
Pimpinan Tit ggr Pratama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daeral-,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tugas Pokok Membantu Kepala Badan dalarn melaksanakan
tugas lingkup Perencanaam Bidang
Pernerintahan Dan Pembangunan Marrusia.

Fungsi l. Penyiapan bahan perumusan kebijalan Bidang

Pemerintatran dan Pembarrgunan Mamu sia;

2. Penyiapan bahan koordinasi perenczrnaan

program Bidang Pemerintahan dan
Pembangu nan Manusia;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang

Pemerin tahan dan Pembangunan Manusia.

Uraiarr Tugas

8

I

I

I

I

1. Merumuskan program dan kegiatan nidanS 
I

Pernerintahan dan Perrrbangunan Manusia; 
I

2. Mengoordinasikan penyusunan dokumen 
I

Perencanaan pernbangunan daerah (RPJPD, 
I

RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan 
I

dan Pembangunan Manusia; 
I



I

3. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang 
I

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang I

Pernerintahan dan Pembangunan Manus' Ira; 
I4. Mengoordinasikan pembinaan tekrris aaam 
i

perr5ru sunan Rencana Strategis Perangkat 
IDaerah dan Rencana Kerja PeranSkat 
I

Daerah Bidang Pernerintahan d* 
I

Pembangunan Manusia, 
I

5. Mengoordinasikan sinergitas d* 
I

trarmonisasi program dan f.egiatan 
I
I

Perangkat Daerah Bidang Pernerintahan dan 
I

Pembangunan Manusia; I

6. Mengoordinasikan pelaksanaan rnonitorinSl
dan evaluasi pen5rusunan Rencana Strategis 

I

Peranglat Daerall dan Rencana X"ri. 
I

Perangl<at Daeral Bidang Pemerintahan dan 
I

Pembangunan Manusiat 
I7. Mengoordinasikan dukungan nelaksanaan 
Ikegiatan pusat dan provinsi kenada 
I

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan 
I

Pernbangunan Manusia; 
i

8. Mengt<oordinasikan bahan ekspos/paparan 
IBidang Pemerintahan dan Pembangunan 
I

Manusia; 
i9. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan 
I

kesepakatan dengan DPRD terkait APBD, I

RPJPD dan RPJMD Bidang eemerintahan 
I

dan Pembangunarr Manusia; 
I

lO.Merumuskan Perjanjian Kinerja (Pg eidanS 
I

Perrrerintahan dan Pembangunan Manu sia; I

1 1. Merurnuskan Standar Operasional eroseaur 
I

(SOP) Bidang Pernerintahan O* 
|

Pembangunarr Manusia; 
i

12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, O* 
|

menilai prestasi kerja pelaks€uraan tuSas 
I

bawahan 
I

I

I



13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

kepada ata.san;

l4.Menyampaikan saran dan pertimbangan

kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai

dengan perintah atasan.

Nama Jabatan Eselon III.b/
Jabatan Adrninistrator

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pernb angunan Daerah

Unit Kerja Eselon II.b /
Pirnpinan Tingei Pratarna

Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan

Unit Kerja

T\rgas Pokok Mernbantu Kepala Badan dalarrr melaksanakan
tugas lingkup Perencarraan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah.

Fungsi 1. Penyiapan bahan perumusan kebljakan Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah;

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan

program Bidang Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

3. Pelaksanaan rnonitoring dan evaluasi

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah.

Uraian Tugas 1 Merumuskan program dan kegiatan Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daeral.;
Mengoordinasikan pen5rusunan dokumen
Perencaraan Pembangunan Daerah (RPJPD,

RPJMD, dan RKPD) Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah;
Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang
(RPJPD, RPJMD, dam RKPD) Bidang
Pererrcanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;

2

)
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Badan Perencanaan Pem.bangunan Daerah, 
I

Penelitian dan Pengembangan 
I

I

I I

I

I

I



4. Mengoordinasikan pembinaan teknis dalam
penJrusunar Rencana Strategis Perang!<at

Daerah dan Rencana Kerja Perang!<at

Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

5. Mengoordinasikan sinergitas dan
harmonisasi progr:arn dan kegiatan
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan
Daerah;

6. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pen5rusunan Rencana Strategis
Perang!<at Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan,
Pengendaliarr dan Evaluasi Pernbangunan
Daeral. ;

7. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan
kegiatan pusat dan provinsi kepada
Peranglat Daerah Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah;

8. Mengkoordinasikan bal"an ekspos/paparan
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daeral. ;

9. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan
kesepakatan dengan DPRD terkait APBD,

RPJPD dan RPJMD Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah;

lO.Merumuskan Per;'anjian Kinerja (PK) Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;

1 l.Merrmuskan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pernbangunan Daeral.;

l2.Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan
menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;

1l



13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;

l4.Menyampaikan saran dan pertimbangan
kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan perintah atasan.

Narna Jabatan Eselon III.b
/ Jabatan Adrnini strator

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Unit Kerja Eselon II.b /
Pimpinan Tinggr Pratama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitiarr dan Pengembangan

Unit Kerja Badan Perencanaan Perrbangunan Daera}.,
Penelitian dan Pengernbangan

Ttrgas Pokok Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
tugas lingkup Perencanaan Bidang
I nfrastruktur dan Kewilayahan

Fungsi 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang
Infrastrulrtur dan Kewilayahan;

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaarr
program Bidang Infrastruktrrr darr
Kewilayahan;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Uraian Ttrgas 1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang
Infr astruktur dan Kewilayahan ;

2. Mengoordinasikan penJrusunan dokumen
Perencanaan Pernbangunan Daeral- (RPJPD,

RPJMD, dan RKPD) Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan;

3. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

4. Mengoordinasikan pembinaan tekrris dalam.
pen5rusunan Rerrcana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daeratr Bidang Infrastrulrtur dan
Kewilayal.an;

5. Mengoordinasikan sinergitas dan
harmonisasi program dan kegiatan
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

1'2
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6. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pen5rusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayallan;

7. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan
kegiatan pusat dan provinsi kepada
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayallan;

8. Mengkoordinasikan bahan ekspos/paparan
Bidang Infrastru lrtur dan Kewilayahan;

9. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan

kesepakatan dengan DPRD terkait APBD,

RPJPD dan RPJMD Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan;

lo.Memmuskan Perjanjian Kine{a (PK) Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

1 l.Merumuskan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

l2.Melaksanakan rnonitoring, evaluasi, dan
menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;

l3.Menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;

l4.Menyarnpaikan saran dan pertirnbangan
kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan perintah atasan.

Nama Jabatan Eselon III.b

/ Jabatan Adrnini strator
Kepala Bidang Penelitian dan Pengernbangan

Unit Kerja Eselon II.b /
Pirnpinan Tinggr Prata:rra

Badan Pererrcanaan Pernbangunan Daerah,
Penelitian dan Pengernbangan

Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengemban gan

Tugas Pokok Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
Fasilitasi, Penelitian, Penge:abangan, Inovasi
dan Telcrologi Daerah.

13
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I
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Fungsi l. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang
Penelitian dan Pengembangan;

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan
prograrrr Bidang Penelitian dan
Pengembangan;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Bidang Penelitian dan Pengembangan.

1. Merrmuskal program dan kegiatan Bidang
Penelitian dan Pengembangan ;

2. Mengoordinasikan penJrusun€rn dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,

RPJMD, dan RKPD) Bidang Penelitian dan
Pengembangan;

3. Mengoordinasikan pelaksanaarr Musrenbang
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang
Penelitian dan Pengembangan;

4. Mengoordinasikan pernbinaan teknis dalam
pen5nrsunan Rerrcana Strategis Perarrg!<at

Daerah dan Rencana Kerja Perang!<at
Daerah Bidang Penelitian dan
Pengernbangan;

5. Mengoordinasikan sinergitas dan
harmonisasi prograrn dan kegiatan
Perangl<at Daerah Bidang Penelitian dan
Pengernbangan;

6. Mengoordinasikan pelaksanaan rnonitoring
dan evaluasi perr5rusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daeral. Bidang Penelitian dan
Pengembangan;

7. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan
kegiatan pusat dan provinsi kepada
Perangkat Daerah Bidang Penelitian dan
Pengernbangan;

8. Mengt<oordinasikan bahan ekspos/paparan
Bidang Penelitian dan Pengembangan;

9. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan
kesepakatan dengan DPRD terkait APBD,
RPJPD dan RPJMD Bidang Penelitian dan
Pengembangan;

t4

Uraian Tugas

I



1O. Merurnuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang
Penelitian darr Pengembangan;

1 l.Merurnuskan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Bidang Penelitian dan Pengemb.rngan;

l2.Melaksanakan rnonitoring, evaluasi, dan
merrilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan;

l3.Menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;

l4.Menyampaikarr saran dan pertimbangan
kepada atasan secara lisan rnaupun tertulis;
dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan perintah atasan.
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